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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance 

penyelenggaraan Negara, pengelolaan keuangan Negara perlu 

diselenggarakan secara professional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai 

dengan atauran pokok yang telah ditetapkan dalam UUD. Salah satu upaya 

konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntanbilitas pengelolaan 

keuangan Negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban 

keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun 

dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah yang diterima secara umum. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 pasal 66 ayat 1, keuangan 

daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, 

efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan 

memperhatikan keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Oleh 

karena itu, pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan dengan 

pendekatan kinerja yang berorientasi pada output, dengan menggunakan 

konsep nilai uang (value for money), serta prinsip tata pemerintahan yang 

baik (good government governance). 

 Anggaran adalah alat akuntanbilitas, manajemen, dan kebijakan 

ekonomi. Menurut (Freeman, 2003) dalam (Nordiawan, 2012), anggaran 

adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk 
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mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya pada kebutuhan-kebutuhan 

yang tidak terbatas (the process o allocating resourccesto unlimited 

demands). Pengertian tersebut mengungkap peran strategis anggaran dalam 

pengelolaan kekayaan sebuah organisasi publik. Bagi organisasi sektor 

publik seperti pemerintah, anggaran tidak hanya sebuah rencana tahunan 

tetapi juga merupakan bentuk akuntanbilitas atas pengelolaan dana publik 

yang dibebankan kepadanya. 

Anggaran sektor publik sangat penting terutama bagi pemerintah 

karena pertama, anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk 

mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan, dan 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kedua, adanya kebutuhan dan 

keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan 

sumber daya yang tersedia terbatas. Dan terakhir, untuk meyakinkan bahwa 

pemerintah telah bertanggungjawab kepada masyarakat. Sebagai instrumen 

kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi mewujudkan pertumbuhan dan 

stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka 

mencapai tujuan bernegara. Untuk memenuhi fungsi tersebut dalam 

penyusunan anggaran, hendaknya harus memprioritaskan kebutuhan dasar 

masyarakat yakni terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat seperti 

pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan, ketahanan pangan, penciptaan 

lapangan pekerjaan dan jaminan sosial dengan memperkirakan sumber daya 

yang dimiliki. Oleh karena itu anggaran juga dapat dianggap sebagai “alat 

perjuangan” masyarakat secara kolektif untuk bisa memenuhi kebutuhannya 
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dan juga sebagai sumber daya agar mampu meraih kemakmuran dan 

kesejahteraan. Akan tetapi pada kenyataanya seringkali proses penyusunan 

dan penetapan anggaran hanya menguntungkan sekelompok elit dan tidak 

memberikan manfaat bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. 

Otonomi daerah merupakan salah satu bentuk keputusan politik untuk 

memberikan kewenangan kepada daerah dalam upaya meningkatkan 

pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Proses pelayanan publik 

merupakan tujuan utama dari pemerintah, peningkatkan kesejahteraan 

masyarakat menjadi kunci keberhasilan dari pelayanan yang dilaksanakan 

oleh pemerintah. Tuntutan agar pemerintah meningkatkan mutu pelayanan 

dan keluhan masyarakat akan besarnya biaya pelayanan merupakan suatu 

indikasi perlunya perbaikan sistem akuntansi sektor publik. Masyarakat 

menghendaki pemerintah memberikan pelayanan yang cepat, berkualitas, 

dan murah. Pemerintah yang berorientasi pada pelayanan publik harus 

merespon keluhan, tuntutan, dan keinginan masyarakat tersebut agar 

kualitas hidup masyarakat menjadi semkain baik dan kesejahteraan 

masyarakat meningkat. Dengan demikian pengelolaan keuangan haruslah 

dilakukan secara efektif dan efisien. Dengan diberlakukannya UU Nomor 

22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi 

menjadi UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 

diharapkan dapat memberikan perubahan kearah yang lebih baik dalam 

penyediaan pelayanan publik serta berdampak pada peningkatan 

kesejahteraan rakyat.  
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Menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, belanja 

daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai 

kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja 

daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah 

yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah 

dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya 

kembali oleh Daerah. 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 

2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja daerah 

diklasifikasikan 

1. Menurut organisasi, belanja menurut organisasi disesuaikan dengan 

susunan organisasi pemerintahan daerah. 

2. Menurut fungsi, Klasifikasi belanja menurut fungsi terdiri dari: 

a. Klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan: diklasifikasikan 

menurut kewenangan pemerintahan provinsi dan kabupaten/ 

kota. 

b. Klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan negara. 

Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan 

keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan Negara 

terdiri dari: 

- Pelayanan umum; 

- Ketertiban dan keamanan; 

- Ekonomi; 
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- Lingkungan hidup; 

-  Perumahan dan fasilitas umum; 

-  Kesehatan; 

-  Pariwisata dan budaya; 

- Agama; 

- Pendidikan; serta 

- Perlindungan sosial. 

3. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan, disesuaikan dengan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

4. Klasifikasi belanja menurut jenis belanja terdiri dari: 

a. Belanja pegawai; 

b. Belanja barang dan jasa; 

c. Belanja modal; 

d.  Bunga; 

e. Subsidi; 

f.  Hibah; 

g. Bantuan sosial; 

h. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan; dan 

i. Belanja tidak terduga 

Berdasarkan Permendagri nomor 14 tahun 2016, Belanja hibah adalah 

pemberian dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah 

daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi 

kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib, tidak mengikat dan tidak 
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berkelanjutan dan bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan 

pemerintah daerah. Sedangkan  Belanja bantuan sosial adalah pemberian 

bantuan dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga dan kelompok 

masyarakat yang sifatnya tidak berkelanjutan selektif, dan bertujuan untuk 

meminimalisir terjadinya risiko sosial. 

Keberadaan anggaran belanja hibah dan bantuan sosial sebagai 

salah satu komponen belanja tidak langsung dalam APBD selalu menjadi 

sorotan publik. Di beberapa daerah di Indonesia belanja hibah dan bantuan 

sosial rentan dengan penyimpangan. Pengelolaan dana tersebut menjadi 

kurang transparan dan akuntabel karena pengalokasianya tidak didasarkan 

pada target kinerja yang ingin dicapai. Hal ini berbeda dengan belanja 

langsung terutama belanja modal yang pengelolaannya harus mencapai 

target kinerja tertentu. 

Berlakunya Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman 

pemberian hibah dan bantuan sosial yang disempurnakan dengan 

Permendagri Nomor 14 tahun 2016, memberikan petunjuk dan pedoman 

yang lebih jelas tentang pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial. 

Dengan adanya Permendagri ini memberikan pedoman kepada pemerintah 

terutama pemerintah daerah mengenai perencanaan, pelaksanaan, maupun 

pelaporan dan monitoring, sehingga pengelolaan hibah dan  bantuan sosial 

sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran. 

Sebelum adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
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Bersumber dari APBD, permasalahan yang terjadi dipemerintah daerah 

berkaitan dengan pengelolaan hibah dan bantuan sosial adalah: 

a. Ketidakjelasan tentang definisi hibah dan bantuan sosial yan 

akhirnya berakibat pada kesalahan dalam penganggaran. 

b. Adanya unsur politik dalam penganggaran sehingga jumlah 

bantuan sosial meningkat menjelang pilkada 

c. Bentuk pertanggungjawaban yang terlalu sederhana dari penerima 

hibah dan bantuan sosial. 

Hasil penyelidikan penegak hukum dalam hal ini Komisi 

Pemberantas Korupsi (KPK) menyatakan bahwa banyak terjadi kasus 

korupsi penyelewengan hibah dan bantuan sosial. Modus operasi 

penyelewengan hibah dan  bantuan sosial yang dilakukan oleh pejabat 

daerah beragam, seperti adanya LSM fiktif yang dibentuk tidak 

memiliki tujuan yang jelas selain untuk dijadikan wadah untuk 

menampung kucuran dana dari bantuan sosial. Masalah lain yang 

dihadapi dalam hibah dan bantuan sosial adalah terjadinya kesalahan 

dalam penganggaran hibah dan bantuan sosial. Terkait Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA), kesalahan penganggaran akan sulit untuk 

dikoreksi dari sisi akuntansi karena pencatatan dalam proses akuntansi 

harus sesuai dengan proses penganggaran dan harus dimasukkan dalam 

pos-pos atau mata anggaran yang terdapat dalam penjabaran APBD. 

Sedangkan dalam neraca, proses akuntansi mencatat belanja bantuan 

sosial dapat dilakukan apabila memenuhi definisi asset atau kewajiban 
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dan dapat diukur secara handal. Kesalahan penganggaran dapat 

menyebabkan munculnya asset, namun transaksi tersebut dicatat 

sebagai belanja hibah maupun belanja bantuan sosial sesuai dengan 

anggaran. 

Penyelewengan dana bantuan sosial juga terjadi di BPKAD 

Kabupaten Bangka Pada tahun anggaran 2015 terjadi yang dilakukan 

oleh bendahara BPKAD yang nilainya mencapai Rp 1,9 Miliar. 

Penelitian Miftahul Jannah (2013) yang berjudul Analisis 

Implementasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten 

Kubu Raya Tahun Anggaran 2012. Penelitian yang dilakukan Mitahul 

Janah bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan pemberian hibah 

dan bantuan sosial pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, untuk 

mengetahui apakah pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial 

pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah sesuai dengan ketentuan 

dan peraturan yang berlaku, serta untuk mengetahui faktor-faktor apa 

saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemberian hibah dan 

bantuan sosial pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian 

bahwa pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial pada Pemerintah 

Kabupaten Kubu Raya telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang 

berlaku. Pada penelitian penulis hampir sama dengan penelitian Mitahul 

Janah, tetapi penulis mempersempit masalah yaitu hanya melihat untuk 
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mengetahui apakah pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial 

pada Pemerintah daerah Kabupaten Bangka telah sesuai dengan 

ketentuan dan peraturan yang berlaku. Lokasi penelitian penulis di 

Kabupaten Bangka, penulis memilih Kabupaten Bangka karena pada 

tahun anggaran 2015 karena ada penyelewengan belanja bantuan sosial 

oleh bendahara BPKAD. Maka penulis melakukan penelitian yang 

berjudul “Evaluasi Ketaatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka 

Dalam Mengelola Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial 

Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 14 Tahun 2016” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah diatas, maka penulis 

membahas penelitian dengan merumuskan masalah sebagai berikut: Apakah 

Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dalam mengelola belanja hibah dan 

belanja bantuan sosial sesuai dengan Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 

Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang 

Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari 

APBD? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui apakah Pemerintah 

Daerah Kabupaten Bangka dalam mengelola belanja hibah dan belanja 

bantuan sosial telah sesuai dengan dengan Permendagri Nomor 14 Tahun 
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2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 

Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber 

Dari APBD. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari penulisan dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua 

pihak, baik secara langsung terkait dalam pembuatan penelitian yang 

membacanya. Adapun manfaat dari penulisan  skripsi ini adalah : 

1. Manfaat teoritis 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan masukan, evaluasi, pemikiran dan pertimbangan bagi 

masyarakat, penulis dan pembaca mengenai Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bangka dalam mengelola belanja hibah dan belanja 

bantuan sosial telah sesuai dengan Permendagri Nomor 14 Tahun 

2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 32 

Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan 

Sosial Yang Bersumber Dari APBD. 

2.  Manfaat praktis 

A. Penulis: penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan secara mendalam dibidang   akuntansi sektor 

publik khususnya dalam pengelolaan belanja hibah dan 

belanja bantuan sosial sesuai dengan Permedagri nomor 14 
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tahun 2016 dan Permendagri nomor 32 tahun 2011 dan serta 

sebagai  skripsi.  

B. Bagi peneliti: hasil penelitian diharapkan dapat digunakan 

sebagai landasan atau pangkal tolak bagi penulisan dibidang 

yang sama dimasa yg akan datang. 

C. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka: penelitian ini 

diharapkan akan menghasilkan informasi yang bermanfaat 

sebagai masukan dan bahan evaluasi bagi pemerintah untuk 

memberikan informasi yang berkaitan dengan ketatan dalam 

mengelola belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang 

mencakup regulasi dan tata laksana belanja hibah dan belanja 

bantuan sosial, mulai dari proses penganggaran, pelaksanaan, 

pertanggungjawaban, dan pengawasan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dalam penulisan dan 

pembahasan pada penelitian ini, diperlukan suatu sistematika pembahasan yang 

menguraikan secara singkatisi materi yang akan dibahas. Skripsi ini akan 

terbagi menjadi 5 bab yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini dijelaskan mengenai dasar pemikiran dalam penelitian ini, 

mencakup penjelasan tentang latar belakang dilakukan penelitian, 
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permasalahan yang dibahas dalam penelitian, tujuan diadakan penelitian, 

manfaat penelitian, dan yang terakhir sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini dibahas teori yang berhubungan dengan masalah yang diangkat 

dalam penelitian serta penelitian-penelitian terdahulu yang membahas masalah 

serupa. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini mejelaskan metode penelitian, meliputi ruang lingkup 

penelitian, lokasi penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, dan metode  analisis data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini diuraikan hasil penelitian serta pembahasan mengenai ketaatan 

Pemerintah daerah Kabupaten Bangka Dalam Mengelola Belanja Hibah dan 

Belanja Bantuan Sosial Berdasarkan Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini berisikan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian 

serta pembahasan yang telah diperoleh pada bab sebelumnya, serta saran-saran 

yang diberikan oleh penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. 
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